SALINAN

Menimbang

WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KOTA SURABAYA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALI KOTA SURABAYA,

bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD);

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai
pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan
Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal
23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan
Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan
dengan Peraturan Wali Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kota Surabaya Tahun 2026.
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Mengingat

1.

Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan  Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan
Undang-Undang  Nomor 16  Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan
Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6409);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
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10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6123);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);
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Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor &80 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik -
Bangkalan — Mojokerto — Surabaya — Sidoarjo - Lamongan,
Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan
Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 259);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2
Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 211);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi
Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi
Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 868);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan
Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019
tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
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45.

46.

47.

48.

49.
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Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan
Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak Dari
Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1721);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 435);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun
2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016
Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor
10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor
14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2024 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota
Surabaya Nomor 3);
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Menetapkan

50. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2024

51.

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota
Surabaya Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2024 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2025
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun
2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2025
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor
3).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Daerah adalah Kota Surabaya.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Surabaya.

Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian
dan Pengembangan adalah Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota
Surabaya.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
Badan, Dinas, Inspektorat, Bagian, Rumah Sakit Umum
Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat DPRD dan
Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
Kota Surabaya untuk periode S (lima) tahun terhitung sejak
dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala
Daerah.

Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen
perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
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11.

12.

13.

14.

(1)

(2)

(1)
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Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kota Surabaya yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Surabaya
untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026 yang dimulai
pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31
Desember 2026.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-
PD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,
belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya
untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026
merupakan penjabaran dari RPJMD dan hasil Musyawarah
Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang disusun dengan
berpedoman pada RPJPD Kota Surabaya Tahun 2025-2045,
Rancangan Akhir RPJMD Kota Surabaya Tahun 2025-2029,
Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur, kondisi lingkungan
strategis daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) tahun sebelumnya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Wali Kota ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas
pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

%
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(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), menjadi :

a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);

b. pedoman penyusunan rancangan KUA serta rancangan
PPAS.

Pasal 4

Dalam hal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbeda dengan KUA dan
PPAS Tahun 2026 hasil pembahasan dengan DPRD, maka KUA
dan PPAS Tahun 2026 hasil pembahasan dengan DPRD menjadi
pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan
APBD Tahun Anggaran 2026.

Pasal 5

(1) PD melaksanakan evaluasi serta membuat laporan evaluasi
atas pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-
PD) sebagai berikut:

a. laporan setiap bulan, meliputi indikator kinerja dan
kelompok sasaran pada level kegiatan dan sub kegiatan;

b. laporan setiap triwulan dan tahunan, meliputi indikator
kinerja dan kelompok sasaran pada level tujuan, sasaran,
program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun
2026 dan/atau APBD Tahun Anggaran 2026.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan
melalui aplikasi e-planning paling lambat 5 (lima) hari setelah
berakhirnya bulan dan triwulan yang bersangkutan.

(3) Laporan evaluasi menjadi masukan dan bahan pertimbangan
terhadap usulan kegiatan dan anggaran yang diajukan oleh
PD untuk tahun berikutnya.

Pasal 6

(1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian
dan Pengembangan melaksanakan evaluasi serta membuat
laporan evaluasi setiap triwulan dan tahunan terhadap hasil
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang
mencakup sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta
rencana program dan kegiatan prioritas daerah dengan
menggunakan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat
Daerah (Renja-PD).

%
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(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Wali Kota.

(3) Laporan evaluasi menjadi masukan dan bahan pertimbangan
untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
tahun berikutnya.

Pasal 7

(1) Dalam hal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak sesuai
dengan perkembangan keadaan tahun berjalan dapat

dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Tahun 2026.

(2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), seperti :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
dan sasaran pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan
keuangan daerah, rencana program kegiatan, dan
subkegiatan dan/atau;

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
anggaran sebelumnya digunakan untuk tahun berjalan
dan/atau;

c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

yang menimbulkan penambahan dan/atau pengurangan
pagu anggaran indikatif serta penambahan dan/atau
pengurangan kegiatan dan/atau subkegiatan baru dalam
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun
2026.

(3) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun
2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 11 Juli 2025
WALI KOTA SURABAYA
ttd

ERI CAHYADI
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Diundangkan Di Surabaya
Pada Tanggal 11 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
ttd
Rachmad Basari SE., MM., CGCAE.

Pembina Utama Madya
NIP 19690323 199602 1 001

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya,

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H.
Jaksa Utama Pratama

NIP. 197803072005011004
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